SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI WALI KOTA
KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR UNTUK
MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat
mendapatkan pelimpahan  sebagian kewenangan  dari
bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota yang dilakukan berdasarkan pemetaan
pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan
dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang
bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan bupati/Wali
Kota berpedoman pada peraturan pemerintah;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota
Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar Untuk
Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah, sudah tidak
sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam kejelasan tujuan dan
kejelasan rumusan dan kesesuaian antara jenis, hierarki dan
materi muatan guna tertib administrasi dan memenuhi asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Banjar tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor
16 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan
dari Wali Kota Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjar Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;



Mengingat

Menetapkan

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4246);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130
Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan;

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar
Tahun 2004 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
WALI KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI WALI KOTA
KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR
UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan
Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota Kepada Camat Di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjar Untuk Menangani Sebagian
Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2010
Nomor 16 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 18 Oktober 2019
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 18 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 44
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